. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dalam perjalanan di dunia mengalami 3 peristiwa yang
penting yaitu pada waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia
meninggal dunia (Ali Afandi, 2004:1). Sebagai salah seorang anggota
masyarakat, maka bila kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia
arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.
Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai
tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-
kewgjiban terhadap orang-orang atau anggota lain dari masyarakat itu dan

terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut.

Makna kalimat diatas menjelaskan bahwa ada bermacam-macam hubungan
hukum antara satu pihak yang disebut dengan manusia dan dunia luar di
sekitarnya, di lain pihak ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu
berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Jadi
apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena
usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami sesuatu kejadian, misalnya
terjadi kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, seseorang tersebut
meningga dunia, maka yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum

tadi, sangat erat sifatnya pada waktu s manusiaitu masih hidup.



Namun demikian walaupun seseorang yang meninggal dunia sudah
dimakamkan, hubungan-hubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu sga,
karena seseorang tadi masth mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan,
ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya terutama
berkenaan dengan harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu perlu adanya
hukum yang mengatur keberadaan harta tersebut. Harta yang ditinggalkan
akan dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya dalam hal-hal timbul

peristiwa pewarisan.

Pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang
menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah
meninggal dunia. Memang pada kenyataannya dalam masalah keduniawian
ini, yang pada hakikatnya akan berpindah kepada orang lain yang ditinggalkan
oleh orang yang meninggal dunia tersebut, tetapi pada batas-batas kekayaan
(vermogen) sgja dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu apabila ada
pewarisan maka ada orang yang meninggal, ada harta yang ditinggalkan dan

ada ahli waris (Eman Suparman, 2007:25).

Pewaris adalah orang yang meningga dunia dengan meninggalkan harta
kekayaan. Sedangkan “Ahli Waris”, adalah mereka-mereka yang

menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan.

Pada asasnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban di
bidang hukum kekayaan sgja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang
hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu perjanjian kerja,

hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa. Dengan



demikian pengertian pewarisan adalah apakah dan bagaimanakah bermacam-
macam hak dan kewajiban-kewagjiban yang menyangkut kekayaan seseorang
pada saat yang bersangkutan meninggal dunia akan berpindah kepada orang

lain yang masih hidup.

Dalam hukum waris perdata ahli waris utama adalah anak. Ada anak sah yang
dilahirkan dari perkawinan yang sah dan ada anak yang dilahirkan di luar

perkawinan yang dalam hal ini disebut anak luar kawin.

Keberadaan anak luar kawin ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena
adanya anak yang dilahirkan sebaga hasil hubungan antara seorang pria dan
seorang wanita yang bukan suami istri (perzinahan), anak yang dilahirkan
sebagai akibat dari hubungan seks pra nikah dan dapat juga disebabkan
adanya keraguan suami terhadap asal usul anak yang dikandung istrinya atau

karena sebab-sebab lain (Ali Afandi, 2004:42).

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya, sedangkan hubungan hukum
dengan ayahnya baru terjadi apabila telah adanya pengakuan dari ayahnya
yang didahului dengan persetujuan s ibu apakah orang yang mengakui anak
tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Apabila kita melihat secara
biologis, tidak mungkin seorang anak tidak mempunya ayah, demi
kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan,
hak dan kewagjiban dalam keluarga, maka terhadap anak yang dilahirkan oleh

ibunya harus mendapat pengakuan dari ayahnya. Peristiwa pengakuan anak itu



sangat penting sekali untuk mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang

hidup di masyarakat.

Pengakuan ini menimbulkan status anak luar kawin yang diakui antara lain
dalam hal pemberian izin kawin, pemberian nafkah, kewajiban timbal balik
dalam hal pemberian nafkah, perwaian, hak memakai nama, dan juga
mewaris. Berdasarkan hal tersebut, maka Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengatur tentang adanya pengesahan dan pengakuan anak luar kawin.
Dalam hal ini dimaksudkan agar anak luar kawin mendapat jaminan
kehidupan sepatutnya yaitu mengenai biaya hidup, nafkah jasmani dan rohani,

pendidikan yang layak serta kesejahteraan anak.

Jka anak yang diakui tersebut telah mendapat pengesahan, maka anak
tersebut dapat mewaris dari keluarga garis keturunan lurus keatas dan
kebawah (sama seperti anak sah). Dalam hal tersebut, anak luar kawin tidak
boleh merugikan suami atau istri serta anak-anak yang dilahirkan dalam
perkawinan tersebut. Sehingga anak luar kawin tersebut baru memperoleh
warisan apabila diakui sebelum adanya pernikahan atau setelah terjadinya

perceraian baik akibat kematian maupun cerai atau talak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
mengenai bagian pewarisan anak luar kawin yang dituangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Bagian Pewarisan Anak Luar

Kawin Menurut KUHPerdata.”



B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

permasal ahannya adal ah:

1. Bagaimana kedudukan hukum antara anak luar kawin dengan ayah dan
ibunya?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan agar anak luar kawin
tersebut dapat diakui dan memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris?

3. Berapabesarnya bagian anak luar kawin apabila menjadi ahli waris?

Ruang lingkup penelitian termasuk dalam hukum keperdataan yang terkait

dengan hukum waris perdata.

C. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami kedudukan hukum antara anak luar kawin dengan ayah
dan ibunya.

2. Untuk memahami upaya hukum yang dapat dilakukan agar anak luar
kawin tersebut dapat diakui dan memiliki kedudukan hukum sebagai ahli
waris.

3. Untuk memahami berapa besarnya bagian anak luar kawin apabila

menjadi ahli waris.

D. Kegunaan Penélitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan secarateoritis



Secara teoritis pendlitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan
pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum keperdataan terutama dalam bidang
hukum waris perdata khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan
dengan hubungan hukum antara antara anak luar kawin dengan ayah dan

ibunya.

2. Kegunaan secara praktis

a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai bagian
anak luar kawin menurut KUHPerdata;

b. Sebaga sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin
mengetahui tentang bagian anak luar kawin menurut KUHPerdata;

c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.



